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Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian
Liquefied Petrolium Gas Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

ABSTRAK
ALVIN HIDAYAT

Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Liquefied
Petroleum Gas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dinas perindustrian
dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied petrolim gas di kecamatan
rambah kabupaten rokan hulu. Tipe penelitian menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan cara survei, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai
alat pengumpulan data yang menjadi bahan baku utama untuk mengamati lokasi
penelitian. Penelitian berlokasi di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu.
Terdapat key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu kepala dinas
perindustrian dan perdagangan, kepala bidang perdagangan, kepala bidang
mtrologi, pangkalan gas LPG.3.Kg, masyarakat.kecamatan rambah. Tiga teknik
pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dalam
melalui wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder dikumpulkan
dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. \Berdasarkan teknik mengamati
ini penelitian menilai dan menyimpulkan-bahwa Pengawasan Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petrolium Gas Di Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu Cukup baik.
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kebijakan terhadap pereke : nesia demi memenuhi kebutuhan
masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan konvensi dari minyak tanah
ke gas LPG.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan

bertanggungjawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan Daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam
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bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan
berkembang di Daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa

perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

Pemerinta ) K uan Republik

Indonesia.
Urusan Wajib
adalah uruss erinta _ vajib dise 1ggarake emerintah Daerah

Provinsi da E / perikan dengan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
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dan potensi ung

N gk Db

Pangan

Pertahanan

Lingkungan hidup

Administrasi pendudukan dan catatan sipil

Pemberdayaan masyarakat dan desa
dan keluarga berence

Kelautan da
Pertanian
Kehutanan
Energi dan sumber da
Pariwisata

Industri

Perdagangan, dan
Ketransmigrasian

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan, kebijakan subsidi gas

LPG 3 kg di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam Urusan

Pilihan yang meliputi Energi dan Sumber daya mineral, Industri, dan

Ketransmigrasian. Pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar dalam
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memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedepannya dan masyarakat harus
beralih dari minyak tanah ke gas LPG, Penggunaan gas LPG dimaksudkan untuk

menekan pemakaian bahan bakar minyak tanah secara terus menerus. Gas LPG

Dals : keb 3 erintah harus

mengatur pendist an gas LP Se ; w‘ nyangkut hajat
. 4

hidup orang ba . Pelaksa ! : ‘ G 3 Kg yang
menyangkut ha i E anyak denga | pe ebutuhan yang
tinggi serta . : S ; at. Dalam kebijakan

ini berpusat a F : eS| ik nor 71 Tahun 2015

3 yaitu Pemerintah Pusat dan Peme Daerah mrengendalikan ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan
harga yang terjangkau. Pada pasal 9 Pemerintah Daerah harus mengacu pada

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah

Pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok
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dan barang penting. Oleh karena itu, Kebijakan publik merupakan bagian dari
upaya Yyang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk mengevaluasi

kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh, dan untuk

penyediaan da istribu yang n an-pengalihan dari

minyak ta kebije erkait antara lain

Pemerintah Da embaga Independen, serta yang ditunjuk untuk

paten Rokan Hulu, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian
dan perdagangan, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016
Tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

salah satu tugas mempersiapkan, memantau dan mengembangkan pelaksanaan

kebijakan wusaha industri termasuk Pengawasan Dinas Perindustrian dan
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Perdagangan dalam Pendistribusian Liquefied Petrolium Gas di Kecamatan

Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan BAB IV Pasal 5 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan

pimpinan pada saat kegiata g dilaksanakan

b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak
jauh melalui telepon yang disampaikan bawahan yang berbentuk seperti

laporan tertulis dan tidak tertulis.
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Pengawasan langsung Pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung dilakukan oleh | Pengawasan tidak langsung dilakukan
dinas setiap 3 bulan sekali (| setiap 1 bulan sekali (pengawasan ini
pengawasan ini dilakukan untuk | dilakukan untuk  menindaklanjuti
memberi araha ar agen tidak sudah berulang di
menjual Ipg di masyarakat mengenai

Kabupaten

1) Susunan org : as Pendis : an terdiri dari :

3) Bidang perindustrian terdiri dari :
a. Seksi pengembangan dan iklim usaha industri;
b. Seksi kerjasama industri promosi investasi dan pemasaran;dan
c. Seksi pembinaan usaha industri.

4) Bidang perdagangan terdiri dari :

a. Seksi pembinaan usaha perdagangan;



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Seksi pengembangan dan sarana pasar;dan
c. Seksi pengendalian dan pengamanan.

5) Bidang metrologi terdiri dari :

hidup ma:
dampak ne <g. Namun yang
menjadi pe > 3 Kg karena
masih adan dilakukan oleh
pangkalan K aki : PG 3 Kg vyang

diakibatkan ole - j a LPG 3 Kg dan

Dan juga masih ditemuka erbedaan harga jual eceran gas LPG 3
Kg yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, diwilayah Kabupaten
Rokan Hulu dimana harga tersebut melebihi harga jual HET gas LPG 3 Kg yang
ditetapkan pemerintah, Harga ini berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu
Nomor : Kpts. 518/DISPERINDAG/211/2019 Tanggal 4 Februari 2019. Berikut
penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG bersubsidi Tabung 3 Kg di

Kabuapten Rokan Hulu :
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Tabel 1.1 : HET subsidi Gas LPG 3 Kg Di Kabupaten Rokan Hulu

Harga EX Harga HET
Pertamina | Jual Agen | Pangkalan HET
NO Kecamatan (Rp./3Kg) | (Rp./3Kg) | (Rp./3Kg) | Dibulatkan
1 20.500
2 21.000
3 21.500
4 21.500
5 22.000
6 22.000
7 22.000
8 22.500
9 22.500
10 23.000
11 23.000
12 | Kec. Kepenuha 23.500
Hulu
13 | Kec. Tambusai 11.585 20.244 23.244 23.500
14 | Kec. Kepenuhan 11.585 20.511 23.511 23.500
15 | Kec. Tambusai 11.585 20.973 23.973 24.000
Utara
16 | Kec. Bonai 11.585 22.116 25.166 25.000
Darussalam

Sumber : DISPERINDAG Kabupaten Rokan Hulu 2019
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10

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) untuk

pendistribusian gas LPG 3 Kg tidak semua masyarakat yang berhak

Kg beserta

AEANES

gai berikut :

E %)

e o o »
=]
C

-8

2. Usaha Mikro
Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta
kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untukbahan
bakar memasak dalam usahanya.

b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP

c. atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

d. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.
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Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur
minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 Kg atau

biasanya juga disebut dengan pangkalan LPG 3 Kg. sedangkan sub penyalur atau

pangkalan LPG an.ba aha 0 an yang bertindak atas
A

izin yan , “&l“ . Justrian dan
3 Kg kepada
U) 101 per hari. Di

wilayah Kabupa al - . entara jumlah

pangkalan s

Tabel 1.2 : )€ ‘ >l ulu
No m mat m Pangkalan
48 0.
1 "; ) roka 19
il
2 35 19
3 : ‘ 4
4 9
5 3
6 Kecamatan rambah 28
7 Kecamatan rambah samo 20
8 Kecamatan rambah hilir 24
9 Kecamatan tandun 23
10 | Kecamatan tambusai 23
11 | Kecamatan tambusai utara 2 38
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12 | Kecamatan bangun purba 8
13 | Kecamatan kepenuhan 16
14 | Kecamatan ujung batu 5 33

Peraturan
Penyelenggz
Tabung 3

dari PT. Perts

Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Kebijakan Pendistribusian

LPG 3 Kg di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pendistribusian gas dilakukan dari
Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalur resmi/Agen resmi

yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dari Agen selanjutnya
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didistribusikan kepada pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di Agen

tersebut.

Hulu yang melz 2 s : epada konsumen

dengan kaps

Izin Usaha Niaga LPG.
2. Kegiatan pendistribusian LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibedakan menjadi pendistribusian LPG Umum dan pendistribusian LPG

Tertentu.

Kebijakan pengawasan terhadap penjualan gas LPG di Kabupaten Rokan

Hulu, khususnya didaerah Kecamatan Rambah masih kurang dari yang
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diharapkan. Selama ini proses pendistribusian gas LPG di Kabupaten Rokan Hulu
ternyata masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan

pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen dan penyalur gas LPG 3

iy “we g
Masih kurangnya penga as Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
(LPG).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan didalam latar bekalang

masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
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“Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian

Liquefied Petrolium Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”

engawasan

distribusian

paten Rokan

saja  yang
n Perdagangan

di Kecamatan

bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis

lainnya.
c. Secara Khusus, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bagi

penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan.
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi

dijadikan asan te ang : gan pr salahan dalam

penelitian

Menurut kutipan (Syafiie I. , 2011, hal. 10) Pemerintah merupakan suatu
organisasi yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan kewajiban yang

menyangkut kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut kutipan (Musanef, 2002, hal. 8), yang mengatakan

ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari unsur-unsur dinas, yang

16
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berkaitan atau saling berhubungan antara dinas dengan masyarakat serta

menyatakan pemerintahan yaitu segala bentuk usaha negara untuk pencapaian

tujuannya.

Selanjutnya kutipan (Ndraha, 2011, hal. 6) mengatakan pemerintahan
yaitu organ yang berkewajiban menjalankan pelayanan publik serta memproses
pelayanan civil untuk setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga
setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan
sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahkan

warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal)
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di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan
pemrerintahan wajib melayani. IImu Pemerintahan merupakan ilmu yang

mempelajari aspek-aspek yang menyangkut tentang suatu intansi ataupun

kegiatan pemeri 1 nenye ; g ada dalam

masyarakat

tah bes gku nya. Namun ada
beberapa pihak yang b . &.‘ - *' ) tersebut karena kebijakan

\ae
publik menyangkut berbagai hal.

Kemudian dalam kutipan (Winarno, 2012, hal. 32-34) adapun rancangan

Tahap penyusunan kebijakan publik, meliputi :

Formulasi kebijakan;
Adopsi kebijakan;

Implementasi kebijakan;

o 0o T @

Evaluasi kebijkan.
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Pernyataan Anderson dikutipan (Suharno, 2010, hal. 24-25) ada beberapa

kategori kebijakan publik meliputi :

tertentu. Dan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yag bermanfaat

untuk sejumlah anggota tertentu.

Selanjutnya (Subarsono, 2005, hal. 2) kebijakan publik merupakan
pertimbangan keputusan pemerintah mengenai suatu kegiatan yang harus

dilaksanakan atau tidak. Hal tersebut menyangkut ruang lingkup yang besar
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disamping kewajiban pemerintah juga menyelesaikan permasalahan di

masyarakat. Pengertian kebijakan publik menyangkut beberapa hal meliputi :

seluruh kegiatan
organisasi sedang dilakukan
berjalan sesua Siagian dalam

(Fatmawati,

bertindak sesuai dengan rencana.

Tujuan dari diadakannya pengawasan adalah untuk menghindari sedini
mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi, apabila penyimpangan tersebut
sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah
kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. Menurut (Manullang, 2015),

ada beberapa proses pengawasan :
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1. Menetapkan alat pengukur (standar)
2. Melakukan tindakan penilaian

3. Mengadakan tindakan perbaikan

tujuan organisa an manajeme : gan cara-cara
membuat kegiatan-kegis ] § S ins uksi yang telah
diberikan d an prinsip-pri ang te ) : ‘ gawasan yang
dijeRobert J
pengawasan \ aha : Uk . dar pelaksanaan

dan tujuan- t 1 merancan I, umpan balik,

definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan
manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan

rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan

hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan
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terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi.
Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang

dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh

Nurcholis,
menjelaskan b bungan a DUS erintah daerah
sesuai den Artinya bahwa
hubungan a bungan antara
dua badan I, tidak

lan pengawasan

terhadap p ndonesia lebih
ditujukan un ” dan
”membatasi”. oleh Victor M.
Situmorang, pen n tindakan dalam rangka

mengetahui sejauh ma ang d anakan menurut ketentuan

Q&‘\m

dan sasaran yang hendak dicapa
A. Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut ;
1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang
manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan

dapat berbentuk seperti :
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a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung

oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

atasan dalam bentuk lapora atan yang dibukukan, dilaporkan secara

berkala.

b. Laporan lisan
Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung
kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan

kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.
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B. Tipe- Tipe Pengawasan dilihat dari tipenya

a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan

untuk mengatasi_imasalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari

C. Proses Pengawasan Pemerintah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan
secara preventif dan secara represif. Pengawasan prefentif dilakukan sebelum
suatu keputusan pemernerintanh daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan

Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan
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terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undangbaru dapat berlaku

sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari

Menangguhka akan suat 3 C pembatalan, akan

tetapi yang de : er Dahwse alan harus selalu
didahului olehss : , ataudengan : batalan dapat
dilakukan tanpa angguhan lebi ang berwenang

menjalanka

nilai secara ekonomis yang
disediakan bagi masyarakat yang membutuhkannya, maka melalui
penyelenggaraan pelayanan diharapkan tercapai kesejahteraan dan keadilan yang
merata bagi masyarakat. Berdasarkan kutipan (Sinambela, 2011, hal. 5)
merupakan suatu kegiatan untuk melengkapi kebutuhan mesyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan negara.
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Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan sekumpulan

individu meliputi unit atau rancangan bertujuan mengupayakan untuk melengkapi

keperluan individu lain sesuai kebutuhannya. (Moenir, 2010, hal. 26). Mengenai

organisasi yang diputuskan ole paga yang berkualitas.
2. Meliputi fungsi merupakan rancangan tata usaha menyangkut output serta
output yang diinginkan, pengelompokan sumber-sumber untuk memperoleh
output, serta kotrol mengerakkan sumber-sumber agar sesuai dengan yang

diinginkan.
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3. Alur produk yang dimulai melalui konsumer setelah menjalankan beberapa

prosedur, yang berakhir di konsumer.

Manajemen memiliki fungsi yang dibutuhkan untuk melaksanakan

1. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara)
2. Sistem semi tak langsung : produsen - perantara (dari produsen)
kekonsumen.

3. Sistem tak langsung : produsen - perantara (orang lain) ke konsumen.
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Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari
dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin

ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi

tersebut.

1. Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini
bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau
dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua

kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan
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pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat

bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga

memperdagangkannya.

e Agen yang Q Q ‘ “‘“ﬂl‘? :

e Agen yang dapat me asi.

e Agen khusus.
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B. Kerangka Pikir

Gambar Il.1  Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
Pendistribusian Liquefied Petrolium Gas di Kecamatan Rambah
Kabupate

Sumber: Modifikasi Penulis 2021
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C. Konsep Operasional
Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penilitian mengenai

Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian

. Pengawasan adalah prose dari pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

4. Mengadakan penilaian untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka
penilaian sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau
mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan

dengan alat pengukur yang sudah di tentukan sebelumnya.
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D. Operasional Variabel

Tabel I1.1: Operasional Variabel Pengawasan Dinas Perindustrian dan
Perdaganagan dalam Pendistribusian Liquefied Petrolium Gas
di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Sub Indikator

4 abupaten Rokan
ulu

*' Adanya sanksi yang

dibuat oleh Dinas

Perindustrian dan

maksud  supaya Hulu.
pelaksana akan | Adanya pengawasan
pekerjaan  sesua ' dalam
a ‘ pendistribusian gas
LPG 3 Kg
h. Adanya evaluasi
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Kabupaten Rokan
Hulu

a. Adanya perbaikan
pengawas dalam
perbaikan pendistribusian gas

(correctivieati LPG 3 Kg

on b.Adanya sarana dan
prasarana dalam
pendistribusian gas
LPG 3 Kg.

Sumber: Modifikasi Penulis 2021
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METODE PENELITIAN

pengumpu ersifa ‘ . Jan Taylor dalam

Moeleong (2 rupakal ¢ - anghasilkan data
deskriptif ben perilaku yang
diamati. Deng data-data yang

berbentuk t

Petrolium Gas di Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dengan alasan di Kecamatan Rambah karena
masih kurang berjalan maksimal terkaitan dengan pendistribusian gas LPG 3 Kg

di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

C. Informan dan Key Informan
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah key

informan dan para informan yang memiliki kemampuan dan mempunyai relevasi

34
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dengan penelitian ini. Key informan dalam penelitian ini dianggap memahami
permasalahan terkait Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

Pendistribusian Liquefied Petrolium Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten

Rokan Hulu se alam i pelaku atau orang
yang ka, dalam
penelitian ini ek peneli ini
WS
Tabel 111. a} 14( Pengawasan
dustri ndistribusian
oli Kabupaten
No at - orman/Key
= i 3 = nforman
1 epala Dinas Perindust n Pe a ey Informan
2 dang 0 man
3 P §INL rman
4 Masyara forman
o L
Sumber : Modi
Teknik penunjuka dengan menggunakan teknik

purposive sampling, dengan mempertimbangkan bahwa informan yang ditunjuk

mengetahui serta memahami masalah.

C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

36

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari
seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih

dahulu.

. Data sekund

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah
fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui
sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta
yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai

dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
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c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis

Setelah akukan wawancar 3 mber, ma a selanjutnya

hasil data wawa dia i eraktif secara terus
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F. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pengawasan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam Pendistribusian
Liquefied Petrolium Gas di Kecamatan Rambah Kabupaten

Rokan:Hulu
No | Jenis Bulan dan minggu ke
Kegiatan November April Maret April Mei-Juni Juli Agustus
-Maret
1213 [ 4] 1423041 2 3402314 1[21314|1(2/3|4/1/2 3|4
1 | Penyusunan
UP
2 | Seminar UP
3 | Revisi UP
4 | Revisi
Kusioner
5 | Rekomendasi
Survey
6 | Survey
Lapangan
7 | Analisa Data
8 | Penyusunan
Laporan
Hasil
Penelitian
(skripsi)
9 | Konsultasi
revisi skripsi
10 | Ujian
konferehensif
Skripsi
11 | Revisi
Skripsi
12 | Penggadaaan
Skripsi

Sumber : Modifikasi penulis 2021
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Rokan Hulu

Kabupate

kepada U

UU RI n Mahkamah
Konstitusi ‘ anggal 26 Ag pupaten yang diberi
julukan seb ri _ 1‘ sebanyak 515.724
jiwa denga ilayah 7.449,85 km: = ‘ 5- ;ﬁ ataran dan 15%
rawa-rawa d

berupa Benteng
Tujuh Lapis ya anku Tambusai ini,

Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 — 6 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati
Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang
merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri,
MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2.

Dalam perjalannya sebagai sebuah kabupaten maka daerah yang mempunyai iklim

39
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tropis dengan temperatur 22-31 derajad celcius dan dengan ketinggian 70-86 M
dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun

terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak

merupakan salah ecamatan d 3 en rokan hulu yang
ang merupakan
adalah 394,65

km yang me

3. Keadaan

anat e

)
t“'
0)
Q)
)
=
QO
O
c
©
=4
D
>
=
o
S
QD
=}

hulu dengan luas \ 1 senguk amat kurang lebih 310.31

QM

rumbai. Pada tahun 2010 pe

“T=

km atau 31.30 Ha, erintahan berada di muara

e,
camatan rambah hilir  mempunyaii
penduduk sebanyak 34.375 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 111
jiwa/km. Dilihat dari bentangan wilayah, kecamatan rambah berbatasan dengan :
Sebelah utara : kecamatan kepenuhan
Sebelah timur : kecamatan kepenuhan

Sebelah selatan  : kecamatan rambah samo

Sebelah barat : kecamatan bangun purba dan kecamatan tambusai



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

41

Kecamatan rambah yang terdiri dari 13 desa memiliki 34.375 jiwa yang
berasal dari 8.745 rumah tangga yang berada pada luasan 310.31 km. desa rambah

adalah salah satu desa yan terdapat dikecamatan rambah dan menjadi lokasi

pembangunan
suat wilayah,per emegar a Jala atan perekonomian
dan dalam dunr : angun sua an wilayah dalam

usaha ekonomi

perempuan 48,74%.
5. Perekonomian

Perkembangan ekonomi sangat mempengaruhi masyarakat guna
menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar
sebagai tempat bertemunya produsen dan konsumen sangat membantu

memperlancar arus barang dan jasa. Karena pasar tempat berinteraksinya kedua
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pihak guna mensepakati terhadap harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh

produsen dan ditawarkan untuk konsumen.

Ketidaksediaan.pasar akan jadi penghambat bagi masyarakat desa dalam

dipergunakan untuk r : 203 dh segenap manusia sbagi

anggota masyarakat.

Kecamatan rambah merupakan salah satu kecamatan yang telah
mengalami berbagai pertukaran dan perubahan, hal itu terjadi karena masyarakat
yang mendiami wilayah ini juga beraneka ragam suku dan budaya yang dimulai
dari suku melayu, jawa, batak, nias, dan bahkan suku banjar juga ada. Untuk
penduduk asli pada hakikatnya adalah suku melayu, namu karena adanya program

trasmingrasi dan juga penduduk pendatang yang datang dari provinsi tetangga
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yakni medan dan sekitarnya menyebabkan kecamatan rambah kini mengalami

kemajemukan suku dan budaya.

7. Visi Dan Misi Kecamatan Rambah

infrastruktur fisik dan non fisik di pedesaan.

5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya
yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga

tercipta keamanan dan ketentraman.
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B. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rokan Hulu

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Peridustrian dan Perdagangan masih mengalami hambatan terutama pada sumber
daya manusia-dan . perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas
Peridustrian dan Perdagangan masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas
maupun kapabilitasnya. Untuk' itu pemenuhan*kebutuhan sumber daya manusia
yang tanggap kualitas dan kuantitasnya sangat diperlukan. Sumber daya Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah
pegawai, latar belakang pendidikan dan Pangkat dan golongan pegawai. Pegawai
Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 66 orang,

yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 43 orang dan Pegawai Honorer 23 orang.

Kinerja. pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Rokan Hulu langsung menyentuh ‘kemasyarakat melaluir industri dan dagang
dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Usaha melalui
pendekatan terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan yang berkembang
dilapangan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan program dan kegiatan yang

telah direncanakan sebelumnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan tentunya tidak terlepas dari
berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi
permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu

tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
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pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu.
Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perindustrian dan

perdagangan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat

maupun eksternal, da n n ; )de SWOT Analisis.
Dalam anal ' i ‘ ) L_ﬂ' (Kekuatan) dan

Weaknesses (Kele an). ykungan eksterna ip opurtunity (Peluang)

Perindustrian dan Perdagangan aten Rokan Hulu harus dibawa dan
berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif, atau dapat
juga dikatakan visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dalam jangka

panjang.
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Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu

periode Tahun 2016- 2021, yaitu: “Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu

Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan,

pencapaian Vis 3 H misi pertama yaitu:
Misi Perta is kerakyatan
pada masyarakat pedesaar 1 me 2mbangnya investasi untuk

ngunan antara

Dalam menjalankan misi pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
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2. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39.Tahun 2016 maka struktur

U

AN

<
‘f:"i‘

a. Seksi Pemb 0a

N‘\\"

b. Seksi Pengembanga

c. Seksi Pengendalian dan Pengembangan.

5. Bidang Metrologi
a. Seksi Pengelolaan Standard dan Laboratorium
b. Seksi Pengawasan dan penyidikan

c. Seksi Sarana, Prasarana dan penyuluhan Kemetrologian.
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Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan

1)

2)

3)

4)

yang  menjadi

Sesuai dengan visi dan misi Daerah

Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan lingkup
bidang perindustrian dan perdagangan

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-
bidang dan kelompok jabatan fungsional

Pembinaan administrasi perkantoran
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5) Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD, lembaga/instansi terkait
dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas

6) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas

Penyelenggaraan dan pelaksanaan program administrasi umum,

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan
administrasi  perlengkapan, pengelolaan administrasi  program,
pengelolaan administrasi keuangan serta merencanakan penyusunan

kebutuhan barang dan alat perlengkapan kantor.
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3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan sub bagian.

4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

men lainnya.

anggung jawab

budaya bersih,

14) Menyampaikan sasaran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
15) Memerikasa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan

kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

51

17) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan.

18) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

program  bidang

4) Komoditas Inti
5) 3 g-undangan dan petunjuk hukum
6) Menyusun perencanaan dan program kegiatan Seksi Pembinaan Usaha

Industri baik tahunan maupun kebijakan pembinaan industri.
7) Mempersiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

standarisasi dan teknologi.

4. Kepala Bidang Perdagangan, berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas dengan melaksanakan penyiapan perumusan



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

52

evaluasi dan koordinasi di bidang perdagangan, yang dijabarkan ke dalam 6
(enam) fungsi, yaitu:

1) Melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan

2) Penyiapz an  perumusan  dan . 0 pembinaan  usaha
3) G an da inasi. angan dan sarana
4) ia 1USa asi - pengemdalian dan

o

Merencanakan Of - oordinasi pembinaan usaha

5)
perdagangan, pengembangan dan sarana pasar dan pengendalian dan
pengaman perdagangan.

6) Memberi tugas kepada bawahan dalam kegiatan pembinaan usaha
perdagangan, pengembangan dan sarana pasar dan pengendalian dan

pengamanan perdagangan.
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5. Kepala Bidang Metrologi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan

Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan

timbang dan

gkus (BDKT)
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

ini terdiri dari
rempuan. Jenis

angkutan didalam

identitas responden.b 2 aran dalam bentuk

tabel:

NO. | Jenis Kelamin 3 Persentase

1. Laki-laki 3 60%

2. Perempuan 2 40%
Jumlah 5 100%

Sumber: Hasil Penelitian di Lapangan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian
pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied

petrolium gas di kecamatan rambah kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 3

54
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orang jenis kelamin laki-laki (60 %) dan 2 orang jenis kelamin perempuan (40%).
Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki

yaitu dengan persentase 60%.

2. ldentitas R

dalam be

fw,‘

Biasanya

matang ka

3
o
<
—t
@
=
0
QD
o
QD
©

AN

suatu masal

Da

penelitian be

E\\F-i‘s\\\

Tabel 1V.2: 1
NO. | Usia
1. 22-35
2. 36-45
3. 46-65
Jumlah 100%

-

Sumber: Hasil Penelitia

AR g

Berdasarkan tabel diate at bahwa responden dalam penelitian
pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied
petrolium gas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu yang berada pada usia
22-35 berjumlah 2 orang (40%), kemudian responden yang berusia 36-45
berjumlah 2 orang (40%) dan responden yang berusia 46-65 berjumlah 1 orang

(20%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang
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dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 22-35 hingga 36-45 dengan

persentase 40%.

3. ldentitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

0.

WINI=Z

Sumber:

Dari tabel diatas dapat d bahwa responden dalam penelitian
pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pendistribusian liquefied
petrolium gas di kecamatan rambah kabupaten rokan hulu, paling banyak
berjumlah 2 orang memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat dan S1 (40%),

dan paling sedikit berjumlah 1 orang memiliki tingkat pendidikan S2 (20%). Dari
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uraian tersebut terlihat tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan

SMA dan S1 dengan persentase 40%.

Perindustrian  dan_.. Perdagangan  Dalam

Rambah

w
B
c
A SN E
5
&
@
@
S
]
>

Kesatuan R
harga yang
kebijakan ye

Pemenuhan

).
D
o
[
—
c
-0
QD
>

=]
o
>~
o
>~

ﬁ\‘%\}\%\‘

upaya Yyang tuk mengevaluasi
kebijakan publik y e' I dari, oleh, dan untuk
rakyat, diperlukan kebija eadaan masyarakat setempat

melalui desentralisasi yang di wujudke annya oleh pemerintah daerah.

Pusat Kementrian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan
penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari
minyak tanah bersubsidi, kebijakanini melibatkan instansi terkait antara lain
Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk

melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg. dengan masuknya
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gas LPG 3 Kg di Kabupaten Rokan Hulu akan membuat pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan

Pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan n bahan bakar bagi

St 'o,.
z, °T.Pertamina
(Persero) ‘dar as_F agange !5' Berdasarkan
Peraturan Tahun 2009
tentang Pe (LPG) , BAB

I11 bagian k

3. Pendist

wvakat

_ q\a
-

)
=
)
-
@
3
)
Q
)
S
Q

Izin Usa
4. Kegiatan
dibedakan
Tertentu.
Hulu, khususnya didaerah Keca Rambah masih kurang dari yang

diharapkan.

Pada penelitian ini pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan
dalam pendistribusian liquefied petrolium gas di kecamatan rambah kabupaten

rokan hulu ditinjau dari 3 indikator yakni menetapkan alat ukur (standar),
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mengadakan penilaian (evaluasi), dan mengadakan tindakan atau perbaikan

(correctivation).

a. Menetapkan alat ukur (Standar)

pengawasa

D at AW : eberapa informan

terkait denge

masyarakat. Sosialisasi ny Upa pengalihan penggunaan minyak
tanah ke LPG 3 Kg. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan tentang gas 3
Kg yang hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin saja, namun
memang yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang ditentukan”
Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan mengenai indikator standar
tentang pendistribusian LPG 3 Kg bahwa dinas sudah melakukan sosialisasi pada

awal-awal kemunculan LPG 3 Kg sudah cukup baik. Namun dinas hanya

mensosialisasikan kepada pangkalan, pangkalanlah yang akan mensosialisasikan
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nya kembali kepada masyarakat. Pangkalan yang akan mensosialisasikan nya
kepada masyarakat mengenai pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG 3 Kg.

Penggunaan LPG 3 Kg pun dalam penggunan nya juga diatur karena LPG 3 Kg

hanya diperuntu g arakat miskin n yang terjadi sangat

“'M“"‘ ‘ .QJ. a juga ikut

disimpulkan ba ialisa jdah cukup baik.

Dilihat dari

L binaan usaha
perdagang enai indi ) sasi pendistribusian LPG
3 Kg. Menu Aidil Fitria.SE

mengatakan:

anya menyampaikan ke
ke masyarakat langsung,

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dinas sudah cukup baik dalam
mensosialisasikan tentang peralihan penggunaan dari minyak tanah ke Lpg 3 Kg.
Namun memang tidak secara langsung dinas memberi sosialisasi kepada
masyarakat. Masing masing pangkalan diberi pengumuman mengenai peralihan

penggunaan minyak tanah menjadi gas.
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Lalu wawancara penulis berlanjut mengenai adanya sanksi yang diberikn
bagi pelanggaran yang terjadi pada saat pendistribusian Lpg 3 Kg. Menurut

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatkan:

“Jika-ada pelanggaran yang dilakukan kan di beri sanksi administratif
yaitu berupa penghentian izin pangkalan gas, jika pelanggaran tersebut
telah di tindak lanjuti atau diperbaiki maka izin pangkalan tersebut akan
dikembalikan. Setiap pelanggaran, yang terjadi tidak langsung dicabut
izin pangkalan nya melainkan akan ada/surat peringatan yang akan di
berikan bagi pangkalan-pangkalan yang melanggar aturan yang sudah
ditetapkan, Namun jika masih melakukan kesalahan lagi maka izin
pangkalan tersebut tidak akan diberikan kembali ”’

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pelanggaran yang dilakukan
oleh pangkalan-akan di tindak lanjuti melalui surat peringatan terlebih dahulu.
Namun jika keslahan pangkalan belum juga di perbaiki maka dinas akan
mencabut izin pangkalan tersebut. Jika pemilik pangkalan sudah memperbaiki
kesalahan yang terjadi maka izin pangkalan akan diberikan kembali. Kesalahan
yang terjadi bisa saja berupa harga yang-diizinkan tidak sesuai dengan ketentuan
yang ada. Untuk itu perlu dilakukan sanksi bagi pangkalan yang melanggar

ketentuan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa. dinas sudah cukup baik dalam menindak
lanjuti pelanggaran yang ada mulai dari pemberian SP1(surat peringatan) hingga

pencabutan izin pangkalan tersebut.

Lalu jawaban yang tidak jauh berbeda juga di jelaskan oleh kepala seksi

Pembinaan Usaha Perdagangan mengatakan:

“Bahwa dinas ada memberikan sanksi bagi pelanggaran pendistribusian
Lpg 3 Kg. antara agen dengan pangkalan ada perjanjian. Jika
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melanggar akan di hentikan penyaluran Lpg 3 Kg nya. Sanksi nya bisa
berupa surat peringatan hingga pencabutan izin gas. Kalau dari dinas
hanya berupa peringatan. Dalam pendistribusian yang berhak memberi
kan sanksi adalah pertamina dan agen. Karna sifatnya dinas hanya
sebagai pengawas saja.”

WAL ANALES

yang terjad

«Q
c
=
QD
>
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2
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pelanggaran

Perlu dilakukan nya evaluasi agar yang di inginkan sesuai dengan acuan yang ada.

Dalam melakukan pengawasan perlu adanya evaluasi bagi dinas yang
melakukan pengawasan dalam pendistribusian Lpg 3 Kg. Menurut Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan mengatakan:

“Pengawasan ada dilakukan, berupa pengawasan rutin yaitu 1x sebulan
dan pengawasan berkala 3 bulan 1x. Disetiap kecamatan ada jadwal
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pengawasan yang langsung dilakukan dipangkalan. Dilhat apa saja
kendala yang dialami. Karena dalam pendistribusian pasti selalu
ditemukan berbagai kendala maka dari itu perlu dilakukan nya
pengawasan secara berkala.”

Berdasarkan _hasil observasi penulis dilapangan bahwa dinas ada
melakukan pengawasan tapi yang lebih sering lebih kepada pengawasan berkala
sehingga masalah yang terjadi masih sering ditemukan. Disetiap kecamatan sudah
ada jadwal yang dilakukan “di" setiap pangkalamjakan tetapi kurang maksimal

karena hanya lebih sering dilakukan pengawasan berkala saja.

Dari hasil observasi diatas maka dapat di simpulkan bahwa pengawasan
yang dilakukan dinas sudh cukup baik. Hanya saja harus lebihsering melakukan
pengawasan rutin. Agar masalah yang ada pada saat pendistribusian dapat segera

teratasi dan tidak menimbulkan akibat atau keluhan yang berkepanjangan.

Lalu penulis juga™ mewawancarai (Kepala Seksi Pembinaan Usaha

Perdagangan mengatakan:

“pengawasan dari dinas ada dilakukan mulai dari pengawasan rutin
sebula 1x hingga pengawasan berkala tiga bulan 1x. Disetiap kecamatan
juga sudah di jadwal kan kapan saja pengawasan dilakukan. Adapun
nantinya masalah yang terjadi_pada proses pendistribusian agen dan
pertamina yang berhak memberi sanksi nantinya”

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dinas sudah cukup baik dalan
melakukan pengawasan. Karena memang fungsi dinas hanya sebagai pengawas
saja. Semua kendala yang terjadi diserahkan kepada agen. Karena adapun masalah
yang terjadi di pangkalan yang berhak memberi sanksi dari agen dan pertamina.
Namun jika kendala masih sering terjadi maka dinas juga akan ikut menangani

masalah tersebut.
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Selanjutnya penulis juga mewawancarai mengenai dinas ada melakukan

evaluasi tentang pendistribusian LPG bapak Drs. Hen Irfan, M.Si mengatakan:

“ada melakukan evaluasi seperti pengawasan reguler atau pengawasan
yang dilakukan secara terus menerus, jadi jika dilakukan pengawasan
terus. menerus maka masyarakat maupun pelaku usaha yang ada merasa
terus diawasi sehingga akan minim terjadinya masalah. kalau ada
pengawasan khusus itu berupa pengaduan, ini terjadi jika tidak ada
dilakukannya pengawasanreguler.;’

Berdasarkan ‘hasil observasi dan wawancara penulis diatas bahwa
evaluasi ada dilakukan berupa evaluasi reguler yaitu evaluasi yang dilakukan
secara terus menerus. Dengan adanya evaluasi ini masyarakat dan pelaku usaha
merasa di awasi sehingg masalah yang terjadi dapat segera di selesaikan. Jika ada
pengawasan reguler diperkuat maka tidak ada pengaduan dari masyarakat lagi

mengenai permasalahan pendistribusian Lpg.

Dari hasil observastdiatas dapat disimpulkan bahwa dinas sudah cukup
baik dalam melakukan evaluasi mengenai pendistribusian LPG 3 Kg. Dengan
adanya pengawasan reguler yang kuat maka masyarakat maupun pelaku usaha

yang ada merasa terawasi sehingga meminimkan terjadinya masalah.

Lalu penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pembinaan Usaha

Perdagangan mengatakan:

“Ada melakukan evaluasi. Urusan pendistribusian itu urusan agen, jika
menemui masalah pendistribusian yang tidak lancar akan disampaikan
langsung ke agen. Jika ada pengaduan yang disampaikan oleh
pangkalan maka dinas akan menyampaikan ke agen karena urusan
pendistribusian dari pertamina ke agen lalu agen ke pangkalan dan
barulah pangkalan ke masyarakat.”
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Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dinas sudah cukup baik dalm
melakukan evaluasi terhadap pendistribusian LPG 3 Kg. Namun masalah yang

terjadi seperti pendistribusian yang tidak lancar akan disampaikan oleh dinas

pendistri ’ lu agen yang
akan meny:

agar tidak te

atau perbaikan.

Valklnngg

Karena dalam s sngawasan pas w endala untuk itu

S Menerus.

mengatakan:

“Ada melakukan perbaikan, ada pun permasalahan dilapangan seperti
pendistribusian yang tidak lancar maka akan di sampaikan kepada agen.
Masalah akan di koordinasikan ke agen dan nantinya dirundingkan
bersama agen untuk menemukan solusi nya. Karena memang dinas tidak
bisa berdiri sendiri, fungsi pemerintahan dengan agen pertamina itu
harus bisa duduk bersama dalam membahas masalah, dikarenakan
keputusan nya tidak bisa sepihak saja, Karena memang yang akan
mengatasi masalah tersebut adalah agen karena dinas hanya sebagai
pengawas saja.”’
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Berdasarkan hasil observasi penulis dinas sudah cukup baik dalam
melakukan perbaikan, dan juga dalam mengambil keputusan dinas juga
melakukan perundingan dengan agen atau pun pertamina untuk menemukan solusi
bersama. Hanya saja memang-terkadang masalah tersebut sering terjadi di agen

yang kurang cepat mengatasi masalah pendistribusian tersebut.

Berdasarkan hasil. observasi penulis’“dapat disimpulkan dinas selalu
melakukan perbaikan yang ditemui dilapangan. Dinas juga merundingkan masalah
yang ada dengan agen. Karena dinas hanya sebagai pengawas saja maka dari itu

setiapa ada nya permasalahan maka harus mencari solusi bersama.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pembinaan Usaha

Perdagangan mengatakan:

“Karena dinas terbatas juga dalam, melakukan pengawasan maka
memang masalah masih sering -ditemukan, untuk itu dinas selalu
melakukan perbaikan seperti pengawasan reguler (pengawasan rutin)
yang diperkuat agar masalah yang ada dapat teratasi dengan cepat dan
juga tidak sering terjadi lagi.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa dinas
memang terbatas dalam melakukan pengawasan. Karena pengawasan dilakukan di
10 kecamatan yang terdapat 300 pangkalan. Maka dari itu sering kali dinas masih

menemui permasalahan di lapangan.

Lalu penulis juga mewawancarai mengenai dinas ada memberikan sarana

dan prasarana dalam pendistribusian LPG mengatakan:

“Tidak ada karena dinas hanya berfungsi sebagai pengawas dan
pembinaan. Fasilitas disediakan dari agen untuk ke pangkalan. Apa saja
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fasilitas yang dibutuhkan oleh pangkalan di sampaikan kepada agen.
Sarana nya pun lebih ke pangakalan yang menyediakan jika pangkalan
ingin membuka usaha maka pangkalan sendirilah yang menyediakan
tempat, maupun kendaraan pengangkut LPG3 Kg. Agen hanya
menyediakan racun api, tabung gas dan pamflet untuk pangkalan.”

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa dinas tidak
ada memberikan  fasilitas sarana maupun prasarana. Karena jika dinas
menyediakan tentu akan ada budget yang-sangat banyak di butuhkan. Kalau dari
segi sarana nya pun agen yang harus menyediakan ‘tempat maupun kendaraan
pengangkut. Agen hanya menyediakan tabung gas beserta pamflet dan racun api

untuk keamanan usaha milik pangkalan nantinya.

Lalu penulis juga mewawancarai Kepala Seksi Pembinaan Usaha

Perdagangan mengatakan:

“Dinas _tidak ada menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaku
usaha yang ingin‘membuat usaha pangkalan LPG. Karena memang
dinas hanya berfungsi ‘sebagat. pengawasan saja. Agen pun hanya
menyediakan tabung gas, racun api serta pamflet sesuai dengan kontrak
untuk pangkalan. Tempat ataupun kendaran lebih kepada pangkalan
sendiri yang menyediakan. ”

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dinas tidak ada memberikan
fasilitas sarana maupun prasarana. Karena jika dinas menyediakan tentu akan ada
budget yang sangat banyak di butuhkan. Agen hanya menyediakan tabung gas
beserta pamflet dan racun api sesuai dengan kontrak untuk keamanan usaha milik
pangkalan nantinya. Dalam hal kendaraan maupun tempat usaha itu pangkalan

yang menyediakan sendiri.

Dari hasil obseervasi penulis dapat disimpulkan bahwa pangkalan gas

yang ingin membuka usaha harus menyiapkan tempat dan kendaraan pengangkut
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sendiri karena agen hanya menyediakan sarana berupa tabung gas, racun api dan

pamflet usaha pangkalan tersebut.

Penulis juga.mewawancarai salah satu masyarakat mengenai adanya
sosialisasi mengenai.peralihan penggunaan minyak tanah ke gas LPG menurut

salah satu masyarakat ibu sekar mengatakan:

“Awal peralihan penggunaan minyak tanah ke gas.ada dilakukan
sosialisasi mengenai penggunaan gas. Ada beberapa masyarakat yang
mulai beralih memakai gas ada juga yang tidak. Salah satu alasan nya
masih banyak nya msayarakat yang takut dalam pemakaian gas.
Masyarakat umum nya juga banyak yang. lebih menyukai memasak
menggunakan kompor minyak dibandingkan memakai kompor gas.
Harga gas yang juga berbeda di tiap pangkalan membuat masyarakat
masih tetap menggunakan minyak tanah”

Dari hasil observasi penulis diatas dapat disimpulkan bahwa dinas ada
melakukan sosialisasi tentang peralinan penggunan minyak tanah ke LPG 3 Kag.
Namun memang beberapa masyarakat masih enggan menggunakan gas dikarena
kan banyak faktor salah satunya masih banyak pangkalan yang menjual gas diatas

harga eceran.

C. Hambatan-hambatan dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petrolium Gas di

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan sejumlah
informan yang dapat memberikan informasi mengenai Pengawasan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petrolium Gas di

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:
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1. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas dalam melakukan
pendistribusian LPG. Sehingga masih sangat sering ditemukan kendala dalam

pendistribusian. Karena dinas hanya berfungsi sebagai pengawas maka

da lemah nya

ditemukannya
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

dikarenakan dinas tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jika ada masalah yang
terjadi dinas akan merundingkan permasalahan dengan agen karena agen

yang lebih berhak menjatuhkan sanksi.

70
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B. Saran
1. Sebaiknya dinas lebih memperkuat pengawasan regulernya agar

permasalahan yang ada tidak terus terjadi. Kontrak antara agen dan

al ini akan membuat
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